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PENGANTAR

PT Phapros Tbk adalah perusahaan farmasi yang melayani masyarakat melalui produk

kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan terkait. perusahaan telah

berkomitmen untuk selalu berorientasi pada standar kualitas produk sertia secara terus
menerus berupaya **n"rupkan prinsip-prinsip Gocd Qorporate Governance (GCG), tala
kelola perusahaan yang baik datam mengawalaktivitas bisnis perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perusahaan, dalam melaksanakan

tugasnya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip

transparansi, akuntabilitas, respensibilitas, independensi, dan fairress dalam rangka

memenuhi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya,

serta berdasarkan nilai-nilaidan etika yang berlaku didalam perseroan.

Board Manual(Pedoman Kerja) ini digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris

dan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk

memenuhi kepentingan Sfiareho/dem dan Sfakeholders.

Dewan Komisaris dan Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas
pelaksanaan prinsip GCG, Etika, Nitai dan peraturan perundangan yang berlaku kepada
seluruh Stal<eholders PT Phapros Tbk
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BAB I

PENDAHULUAN

1.,l. MAKSUD DAN TUJUAN

Board manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang

berkenaan dengan struktur organ Direksi dan organ Dewan Komisaris serta proses

hubungan fungsi organ Direksi, orggn Dewan Komisaris dan antara kedua organ

perseroan tersebut.

Board manual ini merupakan salah satu sofistructure Good Carparate Governance

(GCG), sebagai penjabaran dariPedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate

Governance).

Board manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan

Komisaris bertujuan:

1. Menjadi rujukanlpedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ.

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.

3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi dan faimess (kewajaran).

{.2. RUANG LINGKUP

Board manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan keda antar organ Dewan

Komisaris dan organ Direksi di lingkungan PT Phapros Tbk dengan mengacu pada

ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT Phapros Tbk dan atau ketentuan

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{.3. VISI, MISI DAN KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN

Visi:

Menjadi perusahaan farmasiterkemuka yang menghasilkan produk kesehatan terbaik

guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

o
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illlsl:

1. Menpdiakan produk dan jasa dengan kualitas terbaik dan inovasi yang

berkelanjutan;

2. Meningkatkan kompetensi& profesionalisme karyawan untuk proses bisnis yang

lebih balk mengacu pada prlnslp GCG;

3. Memberikan nilai timbah dan rnendukung pembangunan yang berkelanjutan

untuk sel uruh staJ<eltolder.

{.4. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2AOT tentang Perseman Terbatas"

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milk Negara No. PER - 01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik {God'Corrcrate Govemance)

Pada Badan l.Jsaha Milik Nagara.

3. POJK no. 33/POJK.0412014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publlk.

4. Anggaran Dasar PT Phapros Tbk

5. Naskah Tata Kelola Perusahaan (Code of Carporate Governance)

Board Manual 2
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BAB II

DEWAITI KOIllllSARlS

2.1. Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ petseroan yang bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan atau khusus sesqpi dengan anggaran dasarserta memberi nasihat

kepada Direksi.l Dewan Komisaris memifiki tugm ffiuciry2 untuk bertindak demi

kepentingen terbaikperseroan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan
pribadi.

Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang,.gerta hak dan kewajiban

Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur

dalam Anggaran Dasar perseroan serta ketenfuan-ketentuan lain berdasarkan besf
pracfrces tata kelola bisnis.

2.2. Shufttur Organiaasi

1 Pasal 1 a!€t (6) UUPT.
2 tlrat Pssal I 14 syBt {2) UUPI-
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oyq



Phap.Sb
2.3. Keanggotaan, Kompostsl dan Krfierla Dewan Komlsarts

2.3.{ Keanggotaan dan Komposlsl

a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota,s

yang terdiridari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama

- I (satu) orang Komisaris atau lebih

Dengan rnempethatkan peraturan yang bedaku di bidang pasar modal

utiarna.

b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan

Komlsarls, 1 (satu) diantaranya adalah Komlsaris lndependen. Dalam hal

Dewan Kornisaris terdiri dari2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah

Komisaris lndependen wajib paling kurang 307e (tiga puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris.

2.3,2 Kriteria

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat formala

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang
pBrBtsorangan cakap melakukan perbuatan hukum, keeualidalam waktu 5
(lima) tahr.ln sebelurn pengangkatannya pernah :

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah dan menyebabkan euatu perseroan dinyatakan
pailit; atau

c, Dihukum karena melakukan tlndak pidana yang meruglkan keuangan

negara yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Ketentuafl persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

rnengurangl kernungklnan instransl yang telmls yang benrenang

3 Pasal 19 Anggaran Dasar.
4 Lihat Pasal 1 10 UupT,

Board Manual
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menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

b. $yard materlll

1. tntegritas dan rnoral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a. Perbuatan rekayasa dan praktik menyirnpang dalam pengurusan

perseroan tempat yarig bersangkutan bekeria sebelum pencalonan.

b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi

komitmen yang telah disepakati dengan penseroan tempat yang

bersangkutan bekerja.

c. Perbuatan yang dikategorikan dapat membefkan keuntungan kepada

pribadi/calon anggota Derrrran Kornisaris, karyauran persercan tempat

yang bersangkutan beke{a.

d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai peranggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang

sehat (berperilaku tidak baik).

2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiriki:

a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

b. Kemarnpuan untuk melakukan pengawasan strategis dalarn rangka

pengernbangan perseroan.

c. Pemahaman masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen.

d. Berdedikasi dalarn melakukan hrgasnya.

C. $yarat lain

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai

berikut:

a. Jabatan *ain yang dapat rnenirnbulkan henturan kepentingan

b. Jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-perundangan

Baard Manual
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dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris

perseroan.

2. Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan bertanggung jawab serta

memahami masalah-masalah manajemen perseroan.

3. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup di

perseroan.

4. Mempunyai dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya serta berdomisili di wilayah lndonesia.

5. Memahami dan mampu memperhatikan kepentingan pemegang saham

dan seluruh sfakeholders perseroan. Mekanisme komunikasi dengan

pemegang saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan sfakeholders

melalui WBS (Whistte Btowing Sysfem).

6. Memiliki pendidikan, pengalaman profesional dan hubungan yang luas

yang bermanfaat bagi perseroan.

7. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris

dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah

sampai derajat ketrga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping

atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

8. Tidak memilikibenturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

2.4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

2.4.{ Dewan Komisaris memiliki tugass:

a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perseroan serta

memberikan nasihat kepada Direksi.

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RI(AP).

c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.

d. Mengkaji sistem manajemen risiko.

s Pasal 20 Anggaran Dasar

Board Manual
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e. Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Govemance dan

melaporkannya kepada RUPS.

f. Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perceroan untuk

dicantumkan dalam laporan tahunan perseroan.

g. Mengusulkan auditor ekstemal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan p<inugasan auditor eksternal.

h. Menyusun pembagian tugas rnasing-masing anggota Dewan Komisaris

sesuai dengan keahlian dan pengalaman.

2.1.2 Dewan Komisaris memiliki kerrajihan0:

a. Mernberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RIPP dan RKAP

yang diusulkan Direksi serta menandatangani rencana tersebut. Tanggapan

atas rancangan RJPP dan RKAP diberikan dalam jangka waktu tidak lebih

dari 14 harisemenjak menerima rancangan tersebut.

b. Me*akukan renggurasan terfradap pengurusan perseroan, termasuk

pengawa$an atas pelaksanaan RI(AP, usulan perubahan dan perbaikan

Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penilaian kinerja Direksi.

c. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, memberikan pendapat dan

saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi

kepengurusan perseroan.

d. Menyusun Rencana Keda dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

e. Meneliti dan rnenelaah laporan berkala dan laporan trahunan yang disiapkan

oleh Direksi serta rnenandatrangani laporan tahunan.

f. Dalam halterJadikekosongan Jabatan Dlreksi, maka Dewan Komisaris wajlb

menunjuk salah seorang Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang

lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RUPS.

g. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

h. Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris.

6 Pasat 20 fuqgaran Dasar

Baard Manual
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i. Melaporkan kepada perseroan mengenal kepemlllkan sahamnya danlatau

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.7

J. Membuat laporan tentang tugas penga$rasan yang telah dllakukan selama

tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.4.3 Sacara khusus Komisails lndopenden memilikl tugat:

a. ManJamin transparansl penyafl an laparan lteuarqan Frc€roefi.

b. Menjamin pedakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan

stalre[olders yang laln.

c. Menjamin diungkapkannya transaksi )Eng mengandung benturan

kepenffngan secara waJar dan adil.

d. Menjamin kepatuhan perseroan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

f. Mengptuai komite audit dan kornite nomhasi.

2.4.4 Dewan Ksmisarts melakukan pembagian tugas datam rangka pelaksanaan

fungti pengavsaoan tebagai berikut:

a. Kornisaris Utama rnelakukan pengawasan bidang SPl, Corporate Secretary

dan Pengadaan.

b. Komisaris lndependen melakukan pengawa$an bidang Akuntansi,

Keuangan, Manaiemen Risiko & GCG, Teknologi lnformasi, SDM & Umum

dan Produksi.

c. Komisaris melakukan pengawasan dibidang Pengembangan Bisnis,

Matteting & DiEtibusi"

7 Ltfrt Paeat 116 hlrrul (b) ul,JPT"
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2.5. Program Pengenalan dan Peningftatan lftpatilitas Dewan t(omisaris

2-5.{ Prognam Pengnnalan

Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota

Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Tanggung jawab untuk

mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris

Perusahaan atau. siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris

Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsipjnnsip GCG oleh perusahaan;

1, Gambaran rnengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifa! dan

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, sfrategi, rencana usaha

jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitit risiko dan masalah-

masalah strategis lainnya;

2. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendatian internal,

termasukKomite Audit

3. Keterangnn mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Kornisaris dan

Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

b. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program

pengenalan bagiDewan Komisaris yang baru diangkat.

c. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya

yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut

dilaksanakan.

d. Terdapat Laporan terkait tingkat kehadjrarrlkeaktifan Anggota Dewan

Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perseroan.

2.5.2 Program Peningkatan Kapabilitas Derran Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan program peningkatan kapabititas dalam

rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan

kebutuhan, meliputi:

bdt-
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a. Terdapat Rencana KerJa dan anggaran untuk kegiatan Program

Peningkatan Kapabilitas bagi Anggrota Dewan Komisaris, masuk di dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

b. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris dirancang untuk

menlngkatkan kompetensl bldang pengawasan, pengarahan dan

penasehatan.

c. Pelaksanaan Frognam Peningkatan Kapabilitas bagi Anggota Dewan

Komisarls dlrealisasikan sesuai dengan Rencana Keria Dewan Komisaris

dan termasuk dalam realisasi Key Performance lndicafors (KPl) Dewan

Komisaris.

d. Terdapat laporan tentang hasil Ptogram Peningkatan Kapabilitas yang telah

dijalani Anggota Dewan Komisaris, yang disampaikan dalam Laporan

Tugas Pengavrnasan dan Laporan Tahunan sebagai bentuk

pertangguntr$awaban kopada perneg,ang salrarn.

e. Administrasi kegiatan Program Peningkatan Kapabilitas dilakukan oleh

Sekretaris Dewan Komisaris.

2.6. Hak dan Weunnang Deunn Komlsarls

Dewan Komlsafis mempunyal hak dan wewenang sebagal berlkut:

a. fi4emperoleh akses mengenai perseroan dan memperol*r infonnasi secara

berkala, tepat waktu, dan lengkap eesuai ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan.

b. Bertanya kepada Direkrl dan meminta penJelasan Direkel tentang kondisi

persBroan.

c, Memberhentlkan sementara anggota Dlreksi apablla melanggar ketentuan

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Membentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan.

e. Mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam pelaksanaan

tugasnya.

vi,
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f. Memiliki hak dan wewenang lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasars dan

praturan perundangrundangan lainnya.

2.7. Rapat Dewan Xomisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Segala keputusan Dewan Komisaris diambildalam rapat Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan.

Dewan Kornisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksisecara berkala paling

kurang 1 {satu) kalidalam 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1

(satu) atau beberdpa anggota Deuran Komisaris,atau Direksi, dengan

menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan

dalam halKomisaris Utama berhalangan, halmana tidak pertu dibuktikan kepada

pihaktrnanapun, pemanggilan rapatdilakukanoleh WakilKomisaris Utama. Dalam

hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh

salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Apabila Komisaris Utarna tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal

rnana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris

Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris:

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan

disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan

Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau

dengan iasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik {e-mait}

8 Pasal 20 ayat 2 Arqgraran Dasar

d.

e.

f.

g.
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paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

2. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang

telah dfiadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komlsarls yang

diadekan sebeluftnya.

h. Panggilan Rapat Devvan Komisaris harus mencanturnkan aoarar tanggal,

waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan dl tempat

kedudukan Perseroan atau ditempat lain didalam wilayah Republik lndonesia

atau di ternpat kegiatan usaha Perseroan.

i. $emua Rapat Dewan Komisaris dlpimpin oleh Komisaris Utama.

j, KondisiKomisaris Uiama tldak hadir atau berhalangan

1. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil

Kornisads Utarns yang rnsnimprn rapat Dewan Komisaris, atau Anggota

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat

Dewan Komlsaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris

Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama Fng memimpin rapat Dewan Komisaris

apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau

berhalangan dan tidak melakukan penunJukan.

2. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakll Kornlsaris Utama, rnaka dalern hal

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan

Komlsarls dlplmpln oleh seorang anggota Dewan Komlsads lalnnya yang

ditunjuk oleh Komisaris Utama.

k. Dalam hal Komisarls Uhma tidak melakukan penunjukan, maka anggota

Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan

Komisari bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan

Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan )rang mengikat

apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 112 jumlah anggota Dewan

Komisaris.

Yiq
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l. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai

anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (k) yang tertua usianya

bertindak sebagai pimpinan rapat.

m. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang

sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian darijumlah suara yang dikeluarkan.

n. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap

anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat

tersebut.

o. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

p. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain

dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir,

q. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

r. Terhadap hasil rapat Dewan Komisaris ketentuannya sebagai berikut:

1. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf {b) pada bagian Rapat

Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat

harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua

Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris.
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2. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam turruf (c) pada bagian Rapat

Dewan Komisads wajib dituangkan dalam Risslah Rapat. Risalah Rapat

harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapatyang ditunjuk oleh Ketua

Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksiyang hadirdan disampaikan kepada seluruh

anggota Dewan Kbmisaris dan anggota Direksi.

3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris danlatau anggota Direksi

yang lidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), yang bersangkutan $fajib menyebutkan alasannya €eeam

te{tulis dalam surat tersendirj yang dilekatkan pada risalah rapat.

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

didokumentasikan oleh Perseroan.

5. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para

anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan

yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan serflffi anggata Dewan Kamisaris

telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan

Komisaris.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat merghadiri rapat secara fisik,

maka ar4gota Dewan Komisaris dapat rnenghadiri rapat dengnn melalui

media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun,

baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan

dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana
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Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat

kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tldak berhak untuk

ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan

transaksi atau kontrak tersebut.

v. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik,

pertimbangan rasiorial dan mendalam terhadap berbagai hal yang relevan,

informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat

secara independen oleh masing-mssing Anggota Dewan Komisaris;

w. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

persetujuan terhadap usulan Direksi ( 1 4 hari).

Keputusan Dewan Komisaris harus segera dikomunikasikan kepada Direksi,

maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.

Agenda Rapat Dewan Komisaris didahului dengan pembahasan/evaluasi

tindak lanjut hasil Rapat sebelumnya.

Salah satu agenda utama dalam Rapat Dewan Komisaris antara lain

membahaslmenelaah usulan Di reksi dan/atau arahan/keputusan RUPS terkait

dengan usulan Direksi.

2.8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

a. Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite

Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan

Komisaris dengan sistem seff assessrnent, peer evaluation atau dengan sistem

lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

b. Hasil penilaian kineda Dewan Komisaris dimuat dalam laporan tahunan dan

diinformasikan kepada RUPS.

c. Penilaian kineria Dewan Komisaris berdasarkan kriteria umum yaitu:

1. Kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Kehadirannya dalam rapat Komite ditingkat Dewan Komisaris,

3. Kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara

individual maupun kolektif sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

v.

z.

vu
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i. lntegritas (misalnya: benturan kepenlingan yang muncul)

ii. Pengetahuan dan pernaharnan Dewan Komisaris atas trlilai-Nilai, Misi,

Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan merefleksikan

pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.

iii. Partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk

didalamnya'kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan

argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis

perseroan.

iv. Kernarnpuan anggota Dewan Komisaris dalam rnengkuti isu-isu dan

trend yang berpengaruh terhadap persermn dan rnenggunakan jnformasi

tersebut untuk menilaidan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya

dari tahun ke tahun, akan tetapijuga dalam jangka panjang.

v. Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan

Komisaris, dengan Direksi dan pihak-pihak lain yang diatur dalam

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan.

vi. Penflaian kinerja Komisaris berdasarkan hasil evaluasi atas KPI

Komisads yang sudah ditetapkan dan disepakati terlebih dahu{u dengan

Kornisaris.

2.9. Sistem Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besamya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota

Dewan Komisaris ditetapkan olehldalam RUPS. Besaran remunerasi Dewan

Komisaris dicanturnkan datam Laporan Thhunan Perseroan.

2.'10. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana

kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan

dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan,

mencapai visi dan menialankan misi Perseroan serta melaksanakan keputusan

RUPS.

16
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Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan memafuhi Peraturan Bapepam Nomor lX.E.l

tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Beberapa prinsip yang dianut Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan

kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah

sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam

melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan

untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang

terkait.

b. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi

independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan.

c. Dewan Komisaris berliewajiban mengisi Daftar Khusus yahg berisikan kepemilikan

sahamnya dan atau keluarganya di Perseroan dan pada perseroan lain.

d. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan Dewan

Komisaris yang bersangkutian tidak boleh melibatkan diri dalam proses

pengambilan keputusan Perseroan.

e. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan

kepentingan terhadap hal-hal yang termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan.

2.{{. Huhungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Secara umum, hubungan keria antara Dewan Komisaris dengan Direksi diarahkan

untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai organ

Perseroan. Direksi bertugas menjalan kegiatan operasional Perseroan dan

Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

Direksitersebut. Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan

Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:

a. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap

hubungan Dewan Komisaris dengan Direksidalam rangka tugas dan tanggung

jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti
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harus senantiasa dilandasi oleh suafu mekanisme atau korespondensi yang

dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja

dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun

tidak dapat dipakaisebagai kebijakan formalsebelum melalui mekanisme atau

korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dewan Komisaris hirus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam

mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang

Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang

menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan

Direksi, yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Anggaran Dasar Perseroan, Panduan Good Carporate Gavemance, Code of

Conductserta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara

Dewan Komisaris dengan Direksi dengan dilandasi prinsipprinsip Goad

Corprate Governance.

Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Dewan

Komisaris, maka Komisaris Utama melakukan pembagian tugas Anggota

Dewan Komisaris menurut tugas pokok dan fungsi anggota Direksi.

Dewan Komisaris memberikan arahan atas implementasi rencana dan

kebijakan Perseroan namun tidak terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada

usaha dan kinerja Perseroan secara tepat waktu dan relevan;

2. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Sfakeholders (pelanggan,

pemasok, kreditur dan pegawai) yang disampaikan langsung kepada Dewan

Komisaris;

3. Penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;

4. Manajemen risiko Perseroan;

5. Sistem teknologi informasiyang digunakan Perseroan;

6. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;

7. Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntiansi yang berlaku umum di lndonesia ($AK);
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8. Pengadaan Barang dan Jasa;

9. Mutu dan pelayanan.

e. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap:

1. Kepatuhan Perseroan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh

Perseroan dengan Pihak Ketiga;

2. Kebijakan Pengehlaan Anak Perusahaan.

f. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegial dapat

memperoleh akses informasi yadg berhubungan dengan pengelolaan Perseroan

termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Anak Perusahaan.

Beberapa lnformasi yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan

Komisaris secara bulanan:

No Jenis Dokumen llUdktu

1. Laporan Keuangan Holding &

Anak Perusahaan

Paling lambat tanggal 11

pada bulan berikutnya

2. Laporan Manajemen Paling lambat tanggal 11

pada bulan berikutnya

Sedangkan kebutuhan infarmasi lainnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris

atau Anggota Komisaris secara tertulis.

g. Dalam hal permtntaan lnformasl oleh Derlran Komisaris menyangkut Anak

Perusahaan maka perrnintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perseroan.

Merupakan wewenang Direksi Perseroan unfuk meminta informasi tersebut dari

Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang $aham Anak

Perusahaan.

h. Dewn Komisaris bersma-sarna Direksi Perceroan secara periodik melakukan

rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut

Perseroan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama berperan sebagai

pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka yang
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bersangkutan dapat menunjuk Anggota Devyan Komisaris lainnya sebagai orang

yeng m€waklllnya,

i. Keputusan Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan

sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.

J. Setiap hubungan keria antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan

hubungan kek*mbagrian dalarn arti bahwa Dewan Kornisaris merupakan jabatan

kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota Dewan Komisaris lainnya

sehlngga setlap hubungan kerib antara $eorang anggota Dewan Komlsaris

dengan salah satu atau beberapa orang Direksi perlu diketahui oleh anggota

Dewan Komisaris lainnya.

k. Setiap tahun sekali Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja $ecara

individu Direksiberdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama

yang tercakup dalam kontak Manajemen Direksisemra individu dengan

realisasi pencapaiannya.

l. Dalam hal Perseroan mengalamigejala penurunan kinerja. Dewan Komisaris

membahas terlebih dahulu dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan

Komisads dan Direksi.

2.12. Sekrctarb Dewan Komlsarls

a. Sekrehris Dawan Komisaris diangkat deh Dewan Komisqfis guna mernbantu

kegiatan administratif dan kesekretariatan serta sebagai penghubung Dewan

Komlsaris dengan Direksi dan Pemegang Saham. Tugas Sekretaris Dewan

Komisaris adalah:

1, Menyiapkan undangan rapat yang diadakan oleh Dewan Komisarls.

2. Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rapat Dewan

Komisaris.

3. Menyediakan data/infunnasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengewas dan komite-komite di lingkungan Dewan KornisarislDewan

Pengawas yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan,

rekomendasi dan arahan Dewan KomisarislDewan Pengawas; (b)
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Bahanfurateri yang bersifd administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi

dalarn mengelola perusahaan; (c) Dukungan adrninistrasi serta monitoring

berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau

rekomendasi dari Dewan KomisarislDewan Pengawas sehubungan dengan

kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

4. Menyusun notuleln hasil rapat dan mendokumentrasikannya.

5. Mendokumentasikan surat-surat masuk dan keluar.

6. Mengumpulkan data dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris.

b. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

2.13. Kebiiakan Bewan Koririsaris

a. Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dirancang untuk

meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan,

pengarahan dan penasehatan.

2. RKAT Dewan Komisaris dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris yang

melibatkan komite-komite Dewan Komisaris dan disahkan oleh Dewan

Komisaris.

3. RKAT Dewan Komisaris memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya

yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan

dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan cakupan sebagai berikut :

i. Dasar Penyusunan

ii. Maksud dan tujuan

iii. Fungsi dan tugas

iv. Susunan dan pembagian tugas

v. Program kerja Dewan Komisaris:

Analisis laporan keuangan

Rapat Dewan Komisaris

Pelaporan
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- Prognam kerja komite

' Komitmen terhadap tindak lanjut arahan RUPS: Umum dan Laporan

kepada Pemegang Saham

vi. Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

vil. lndlkator Pencapaian Key Performance tndicator atau KinerJa Dewan

Kornisaris, 
.

viii. Kegiatan lain-lain: kunjungan keria dan kegiatan komunitas kornisaris.

4. Proses penyusunan Rencand Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisarls

meflggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal.

5. Realisasi RI(AT Deuan Komisaris menjadi bagian dari target realisasi Key

Pefiarmanoe lndicator (KPl) Dewan Komisaris.

6. Terdapat laporan tentang Realisasi RKAT D€wan Komisaris, yang

disampaikan dalam l-aporan Tugas Pengawasan dan Laporan Tahunan

sebagai bentuk pertanggungiawahan kepada pemagang saham.

7. Administrasi dokumen RKAT Dewan Komisaris dilakukan oleh Sekretaris

Dewan Komisaris. RKAT Dewan Komisaris disampalkan kepada Direksiuntuk

dimasukkan sebagai bagian dari RKAP untuk disahkan oleh Pemegang

Saham.

b. PersetuJuan Atas Rancangan RKAP

1 . Peleksanaan pemberlan perssetujuanftanggapanlpendapat Dewen Komlsarle

terhadap rancengan RKAP tsrcanturn dalarn RKAT Dewan Komisaris.

2. Dewan Kornisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang

disampaikan oleh Direksi, meliputi:

3, Proses telah dilakukan sesuai dengan rcncans kefia yang ditetapkan, baik

rnelalui pro$as,pembahasan lnternal Kornite Dewan Komisarle maupun rapat

gabungan Dewan Komlsarls dan Dlreksl.

4. Hasll telaah rancsngan RKAP dltuangkan secara tertulls dalam rlsalah rapat

intemal Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.

5. Dswan Kornisaris memastikan hasil blaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti

oleh Direksi.
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6. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan

RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan

RUPS, mencakup:

Penyampaian tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

raneangan RKAP kepada RUPS dituangkan dalam Tanggapan Dewan

Komisaris atas RKAP.

lnformasi Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang diperkirakan

berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Manajemen Risiko bersama dengan

pejabat perseroan untuk menelaah isu-isu terkini tentang perubahan

lingkungan Bisnis dan permasalahan perseroan yang diperkirakan berdampak

pada Usaha dan Kinerja Perseroan termasuk merespon kesesuaian visi dan

misiserta ancaman dan peluang terhadap perubahan lingkungan Bisnis.

2. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa

penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.

Hubungan dengan Stal<eholder

1. Mekanisme Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran,

permasalahan atau keluhan darisfakeholder mengacu pada kebijakan $istem

Pengaduan Pelanggaran (Whisileblowing Sysfem). Untuk selanjutnya

menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

2. Atas laporan/pengaduan dari .Sfafrefiolders Perseroan kepada Dewan

Komisaris dan tidak melalui mekanisme Whistleblowhg Sysfem (WBS), maka

Dewan Komisaris meneruskan Laporan tersebut kepada Direksi untuk

diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat meminta

Komite Dewan Komisaris untuk menelaah pengaduan tersebut.

3. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa

penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.

4. Dewan Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan,

permasalahan dan keluhan kepada Direksi.
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Pengawasan dan Pembefian trlaslhat rerhadap Rancangan $lstem
Pengendalhn lnternal Perueahaan

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit Dewan Komisaris untuk

melakukan telaah terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk

mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

peningrkatan efekiivitas sistem pengendalian internal.

2. Menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian

internal kepada Dircksi.

3. Memastikan bahum seluruh permasalahan peningkatan efektivitas sistem

pengendalian internal dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

Pengawasan dan Pemberlan Naslhat rerhadap Manafemen Rlslko

Perusahaan

1, Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

rnolakukan telqah torhadap kualitas kebiiakan dan penerapan manajemen

risiko untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan

Komisaris tentang penerapan manajemen risiko.

2. Menyampaikan arahan tentang penerapan manajemen risiko perusahaan

kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan penerapan manajemen risiko

dlbahas dalam rapat Dewan Komlsafls.

Pengawaean dan Pemberian Naeihat Terhadap Sietern Teknologi lnformasi

1. Dewan Komisarls rnenugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan dan penerapan sistem teknologi

infonnasi untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan

Komisaris tersebut.

2. Menyampalkan arahan tentang penerepan slstem teknologl lnformasi

perusahaan kepada Dlreksi.

3, lrlem astikan bahwa seluruh permasalahan ststem teknologi informasi dibahas

dalarn rapat Dewan Kornlsafis.

h. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Kebijakan dan Pelakeanaan

24 o
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Pengemhangan Karir

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan suksesi manajemen dan

penerapan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan

Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan drahan tentarg penerapafl kebijakan suksesi manajemen

perusahaan kepada Direksi"

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebiiakan suksesimanajemen dan

pelaksanaannlra dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

A*untansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan tehah terhadap kualitas kebijakan akUntansi dan penyusunan

laporan keuangan untuk mendapatkan kualitas lrang memadai atas arahan

Dewan Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan kepada Direksi.

3. Memaetikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

Pengadaan

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

rnelakukan telaah te*radap kualitas kebijakan pengadaan barang dan jasa

serta pelaksanaanya untuk mendapatkan kualitas yang memadaiatas arahan

Dewan Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan arahan tentang kebifakan pengadaan bamng dan jasa serta

pelaksanaannya kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan pengadaan barang dan

jasa serta pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

IUlutu dan Pelayanan

1. Dewan Komisaris rnenugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk

melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan mutu dan pelayanan serta

Baard Manual 25o

+&



Phap.if*
pelaksanaannya untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan

Dewan Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta

pelaksanaannya kepada Direksi.

3. Memastkan bahwa seluruh permasalahan mutu dan pelayanan serta

pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

l. Pengavuasan dan Pemberlan Naslhat Terhadap Kepatuhan Perusahaan

dalam trlenJalankan Peraturan Perundang-llndangan yang Berlaku dan

Anggaran Datar aerta Kepatuhan Perusahaan terhadap Seluruh Perianjian

dan Komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pihak Ketiga

1. Memberikan evaluasi dengan tingkat kualitas atas kepatuhan Direksi dalam

menjalankan Perusahaan dan kesesualan dengan RKAP danlatau RJPP.

2. fulelakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris {Komita Dewan Komisaris tarkait} meliputi:

i. Melakukan tugas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta perJanjian

dengan pihak ketiga.

ii. Melakukan tindakan eesuai dengan keurenangannya dan melaporkan

kepada Pemegang Saham jika teriadi pelanggaran oleh Direksi.

iii. Memastlkan bahwa seluruh permasalahan mengenai pelanggaran

dibahas obh Dewan Kornisaris.

m. Pemantauan Kepatuhan Direksi dalam Pelaksanaan RI(AP dan RJPP

'1, Memberlkan evaluasl pencapalan Perusahaan terkalt dengan keseeualan

pelaksanaan pro!,ram kerja (inisiatif Perusahaan) dan Anggaran yang telah

ditetapkan dalam RKAP.

2. Melakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris (Komite) meliputi:

l. Melakukan tugas pengaveasan atas evaluasl pencapaian Perusahaan

dibandingkan dengen RKAP yang ditetapkan.

ii. Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan
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kepada Pemegang saham jika terjadi gejala menurunnya kinerja

Perusahaan secara signifikan.

3. Komisaris Utama serta seluruh Anggota Dewan Komisaris menandatangani

Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, setelah dievaluasidan dibahas

oleh Dewan Komisaris.

Pengawasan Efelfl ivitas Audit lnternal dan Audit Eksternal

1. Mekanisme pengaw;asan efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal

sertia pelaksanaan telaah atis pengaduan yang berkaitan dengan PT Phapros

Tbk yang diterima oleh Dewan Komisaris dilakukan sesuai kebijakan sistem

pengendalian internal maupun Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(wBS).

2. Melakukan peniiaian atas efektivitas pelaksanaan audit ekstemal dan audit

internal, dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris (Komite).

3. Menilai efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan

kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah

kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesiakuntan publik; dan (3)

telaahan hasil audit ekstemal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

4. Menilai efektivitas auditinternalrnelalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan

tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor ekstemal; (2) telaah atas kesesuaian

pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) Kelengkapan atribut

temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana

kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (E) manajemen fungsispl.
5. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima

Dewan Komisaris dan menyampaikan saran berdasarkan hasil telaahan

kepada Direksi.

6. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit

internal dan eksternal.

o. Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan

1. Mekanisme pengawasan atas pemberian saran segera kepada Direksi untuk

memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja

y?*
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Perusahaan dilakukan melalui (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan rancana ssara be*ala, (b) be*oordinasi langsung dengan Direksi

terkait langkah strategi yang dipilih, (e) melakukan tindakan koreksi yang

diperlukan terhadap kejadian yang menyimpang dari rencana, (d) memantau

segala kesalahan, penyimpangan serta penyelewengan yang mungkin

dilakukan dan (e)'mengoreksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki untuk

menghindari persoalan yang lebih besar.

2. Melakukan pembahasan teniang gejala menurunnya kine{a Perusahaan

se€ra tepat waktn dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan

Komisaris {Komite), dengan tingkat kesegeraan maksimal 14 (empat belas)

hari.

3. Menyampalkan arahan kepada Direksitentang pelaporan gejala menurunnya

kinerja Perusahaan.

p. Pengnlohan Anak PenraahaanlPerusahaan Patungan

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan anak perusahaarr/perusahaan

patungan, dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris

(Komite)

2. Evaluasi kesesualan arah pengelolaan dan kinerta dari setiap anak

perusahaan maupun perusahaan patungan dengan arah pengembangan

usaha PT Phapros Tbk

3. Mekanisnre p€ngawasan atas kebijakan pngelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan kepada RUPS mengacu pada Kebijakan

lnduk Perusahaan.

4. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengelolaan anak

perusahaanlperusahaan patun gan.

5. Dewan Komisaris memilih calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaanlperusahaa n patun gan.

a. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan

Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan,

serla memberikan penetapan tertulis (setuju/tidak setuju) terhadap proses
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pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.

b. Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan

Komisaris anak perusahaanlperusahaan patungan paling lambat 15 hari

kalender terhitung seiak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan

Komisaris anfrk perusahaan/perusahaan patrrngan.

q. Pencalonan Anggota. Direksi, Penilaian Kinerja Direksi (lndividu dan

Kolegial) dan Pengajuan Usulhn Tantiemfinsentif Kineria

1. Mengueulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang $aham sesuai

kehijakan seleksi yang ditetapkan.

a. Kebijakan dan seleksi bagi calon Direksi ditetapkan oleh Pemegang

Saham.

b. Melakukan telaah dan/ratau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon

Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang

Saham.

c. Mengusulkan calon-calon Anggota Direksiyang baru kepada RUpS.

2. MenyLtsun kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksidan

pelaporan kepada Pemegang Saham.

a. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja

Direksidan pelaporan kepada Pemegang Saham.

b. Terdapatpenilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi.

c. Menyampaikan hasilpenilaian kinerja Direksisecara kolegial dan individu

kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara

semesteran dan tahunan.

3. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuaiketrentuan yang berlaku dan penilaian

kinerja Direksi.

a. Menyusun dan menelaah kebijakan Dewan Komisaris mengenai

pengusulan remunerasi Direksi.

b. Melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi.

c. Menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta
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tantiemlin sentif kinerja ) Direksi kepada RUPS.

r. Pemantauan Penerapan Prinsipfrinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

baik, dengan:

a. Menelaah: (1) Laporan Hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang baik, GCG code dan kebijakanlketentuan teknis

lainnya, serta rqemantrau tindak lanjut area of improvernenf hasil dari

assessr??enf GCG ohh direksi; (2) Laporan GCG yang dituangkan dalam

Laporan Tahunan.

b. Menindaklanjuti area of improvement assessmentlreyrew GCG yang

menjadi kewenangannya.

c, Menelaah pdnyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan

Komisaris.

2. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh

perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

s. Evaluasi Kineria Dewan Komisaris

1. Pengukuran dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

a. Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

b. Terdapat kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja

Dewan Komisaris.

c. Memiliki/menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-

targetnya dan disetujui oleh RUPS atau Pemegang Saham setiap tahun

berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

d. Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan

Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

e. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Penilaian Mandiri (Seff Assessmenf)

a. Penilaian mandiri Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite

yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh
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salah safu Anggota Dewan Komisaris dengan sistem selfassessmerf atau

peer evaluation.

b. Hasil penilaian mandiri disampaikan dalam Laporan Tahunan dan

diinfokan kepada RUPS.

c. Penilaian mandiri Dewan Komisaris dapat diukur berdasarkan kriteria

umum melipuii: Komposisi, Kriteria, Perencanaan Kerja, Peran dan Tugas

Tanggung Jawab., Program orientasi dan pengembangan Rapat Dewan

Komisaris, Efektlv"ltas Organ Penunjang, Hubungan Komunkasi,

Pertanggungiarrvaban serh Komitmen Standar Etika.

d. Dewan Kornissis menetaplen indikator pencapaian kinerja beserta

target-targetrya dan disetujuioleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan

dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

e. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi

pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan

dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

f. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelakssraan Tugas Perqawasan Dewan Kom'isads.

3. Berdasarkan Pencapaian Hasil Assessment dan Evaluasi GCG Penilaian

kinerja Dewan Komisaris dapat diukur dari hasil pencapaian skor assessmenf

dan evaluasi GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Komisaris dan

organ penunjangnya.

4. Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

a. Penilaian kineria Dewan Komisads secara kolegial, dapat diukur dari

pencapaian Kely fttfurmance ,Nieator tKPl) dan tinghat kesehatan

Perseroan.

b. lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas

keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan

Perseroan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

c. Dewan Komisaris membuat Key Perfarmance lndicators sebagai indikator

brU
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pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

d. RUPS wajib menetapkan lndikator Pencapaian Kinerja {Key Pefiormance

Indicafors) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris

yang bersangkutan.

e. lndikator Pencapalan KinerJa merupakan ukuran penllalan atas

keberhasilan'pelaksanaan tugas dan tanggung iawab pengawasan dan

pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-und"ng"n dan/atau Anggaran Dasar.

f. De\iran Komisaris wajib menyampaikan laporan trirmllanan perkembangan

realisasi lndikator Penilaian Kinerja kepada para Pemegang

$aham/Menteri.

5. Berdasarkan pertanggungtawaban atas Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Tahunan Perusahaan

Dewan Komisafis dalarn fungsinya sahagai psngawas, moflyarnpaikan

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan

oleh Direksl. Laporan pengawasan Dewan Komisafis merupakan baglan

dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk

memperoleh peraetujuan.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan

atas laporan keuangan, berartiRuPs telah memberikan pembebasan dan

pelunasan tanggung Jawab kepada masing*nasing Anggota Dewan

Komisaris sejauh hal-hal tersehut tercermin dari laporan tahunan, dengan

tldak mengurangl tanggung Jawab maslng-maslng Anggota Dewan

Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau

kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat

dipenuhi dengan aset Perseroan. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

kepada RUPS merupakan penrujudan akuntabilitas pengawasan atas

pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

e.
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2.14. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

Perceroan {corporate actionl sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat

waktu:

1. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan

Kornisaris secard formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat

Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler

dan lain-lain)

2. Terdapat strandar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

persetujuan terhadap usulan Direksi (14 hari).

3. Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan

keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, makqimal 7 (tujuh) hari sejak

disahkanlditandatang ani.

2.1 5. Kebfaltan lnformasl Perusahaan

a. Pelaporan Berkala

Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan. Laporan berkala sebagaimana dimaksud

meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. Direksi wajib menyampaikan

*aporan triwulansn kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Sahsm paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya periode triwulanan tersebut.

Laporan triwulanan ditandatangani oleh semua anggota Direksi. Dalam hal ada

anggota Direkoi tidak menandatangani laporan triurulanan, maka harus

disebutkan alasannya secara tertulis.

b. Pelaporan Khusus

Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan

khusus kepada Dewan Komisaris, Pernegang Saham, danlatau Rapat Umum

Pernegnng $aharn.

Mekanisme Pelaporan:

1. Pennintaan laporan dikirim secara tertulis oleh Dewan Komisaris kepada
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Direksi, dengan menyebutkan pokok pennasalahan yang ingin dilaporkan

serta waktu penyampaian yang <liharapkan.

Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan

perkiraan waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Komisaris, dan

sesuai dengan waktu yang disepakati tersebut Direksi menyampaikan laporan

khusus kepada Dewan Komisaris.

Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap

waktu kepada Dewan Komiiaris, dengan menyatakan diperlukan atau tidak

diperlukannya tanggapan dari Dewan Komisaris.

Afas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan

tambahan dari Direksiterhadap hal-halyang dianggap perlu dan Direksidapat

memutakhirkan laporan tersebut jika dianggap perlU.
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BAB III

DIREKSI

3.1. Pengertian Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai ketentuan Anggaran Dasar.e

3.2. Struktur Organisasi

3.3. Keanggotaan, Komposlsl dan Kriterla Direksl Keanggotaan dan Komposisl

a. Direksi terdi{i dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

di bidang pasar modalto.

b. Sifat dari tanggung jawab Direksi dalam pengurusan peftieroan adalah tanggung

I
10

Pasel 1 ayet (5) UUPT.

Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar
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renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

msnjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan. 1 1

c. Komposisi Direksi merupakan perpaduan para profesional yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perseroan, sehingga

memungkinkan pengambtlan keputusan yang efektif dan ellslen.

d. Kornposisi dan pembagran tugas Direksi diseeuaikan dengan struktur organisasi

perseroan yang ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat

dlllmpahkan kepada Dewan Komlsarls.l2

Krlterla

Dlreksiyang diangkat adalah orang-orang yang memillki kriterla persyaratan sebagai

berikut:

a. Syarat formalls

1. Yang dapet diangkat menjadi anggota Direksl adalah orang perseorangan

yang cakap melakultan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (llma) tahun

sebelum pengangkatannya pemah :

- Dinyatakan pailit

- Meqjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

- Dihukum karena melakukan ttnOaf pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang be*aitan dengan sektor keuangan.

2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurengi kemungkinan instansi teknis yang benrenang menetapkan

persyaratan tambahan berdasarftan perafuran perundang-undangan 
"

3. Pernenuhan p€rsyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

11 uhetPssal gTeyatts)UUPT.
t2 $rst3i beftt ges 38eera koleglal, ntrnun agarleblh S$en dan eftktf dshm meEft*nal€n tuges dilakutan pemtsglen tugas dl

antara AfigqptE OHt*i. ffiaglan tr.agasdi antara Dinkd {dak rnngtrilangkm Anmurq javyab Dirdei *acara l<obglal dalam
pengurusan Persetoan.

13 LihetPasdsguupt
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b. Syarat materifl

1. lntagritas dan rnoral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan

perseroanllembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum

pencalonan.

b) Perbuatan ciO,era janii yang dapat dikategorikan tidak menrenuhi komitmen

yang telah disepakati dengan perseroan/lembaga tempat yang

bersangkutan bekeria.

c) Pe$uatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada

p'ribadi/calon anggota direksi, karyawan perseroanflembaga tempat yang

bersangkutan bekerja.

d) Perbuatan yang dapat dkategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan persercan yang

sehat.

2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiriki:

a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang

bersangkutan.

b) Kemarnpuan untuk melakukan penga!ryasan stategis dalam rangka
pengembangan perseroan.

c) Pemahaman masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manaiemen.

d) Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

c. Syarat lain

1. Tidak sedang meniabat sebagai pejabat pada lembaga serta direksi perseroan

atau harus mengundurkan dirijika terpilih sebagaianggota direksi.

2. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan.

3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan prundang-
undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi perseroan
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lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut

a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa

tertentu, yang dapat mengakhafl<an terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan u$aha titlak sehat. 1a

Merniliki keahlian, integrasi, kepernirnpinan, pengalaman, jujur dan perilaku

yang baik serta berdedikasi'tlnggi untuk memajukan dan mengembangkan
perseroan.

Antar anggota Direksi dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

tidak boleh ada hubungan keluarga sedamh sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping qtau hubungan semenda

{menantu atau ipar).

3.4. Tugas dan Kewajiban Direksi
a. Tugae Direkei

1. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan
perseroan.

2. Menguasal, memellhara dan rhengurus kekayaan perseroan.

3. Direksirnengatur pola pembagtan tugas masing-masing.

4. Tugas lalnnya sesuai dengen Anggaran Dasarls

b. Kewailban Dlreksl

1' Mengusahakan dan menJamin terlaksananya usaha dan keglatan perceroan

sesuai maksud dan tujuannya"

2. Menyusun rencana pengembangan peftreroan, rencana kerla dan anggaran
tahunan, termasuk rencana-rencana lainya yang berhubungan dengan
pelaksanaan usaha dan kegiatian perseroan dan menyampaikannya kepada

la Pasal 26 UU No,S Tahun 1999
rs Pasel 16 Anggaran Oasar
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Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan.

3. Menylsun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana strategis yang memuat

sasaxan dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dan dimintakan

persetujuan Dewan Komisaris.

4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasiperseroan sesuai

dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.

5. Menyusun laporan keuangan.sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

berdasarkan prinsippnnsrp pengendalian inGmal, terutarna fungsi

pen g urusan, pencatatan, penyimpanan dan pen gau/asan.

6. Membuat dan memelihara daftarpemegang saham, risalah RUPS, dan risalah

rapat Direksi, serta dokumen keuangan perseroan.

7. Membuat laporan tahunan sesuai perafuran perundang-undangan yang

berlaku.

8. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan

dan jalannya perseroan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan.

9. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan

Komisaris.

l0.Mernbuat susunan organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugas,

tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan.

1 1. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang jelas dan berimbang,

baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk mengobservasi

pencapaian visi, misi dan tujuan rerseroan.

l2.Melakukan pemaniauan dan evaluasi atias pelaksanaan RIPP dan RKAP,

mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta

menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.

l3.Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perseroan.

1 4, Membangun teknologi informasi pelseroan.
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l5.Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan Pengawasan lntem, Komite Audit

dan Auditor Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

l6.Melaporkan informasi yang rehvan kepada Dewan Komisaris, rnisalnya

rencana, program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen

risiko, penilaian tingkat kesehatan perseroan, dan laporan kinerja teknologi

informasi.

17. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan dan

menyelenggarakan RUPS.

18. Memastikan perseroan melakukan tanggung jawab sosial serta

memperhatikan kepentingan stakehaldem sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

l9.Anggota Dreksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang

dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam

perserCIan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.16

20. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

anggaran dasarlT dan yang ditetapkan oleh RUPS.

3.5. Kebijakan Direksi

a. Kebijakan Operasional dan Standar Operasional baku (SOP)

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional

baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core 0usiness) Perusahaan:

1. Menyusun kebijakan tentang pedoman penpsunan SOP;

2. Menyusun SOP untuk seluruh proses-proses bisnis inti Perusahaan sebagai

panduan melaksanakan kegiatan perusahaan;

3. Melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan kepada

karyawan yang terkait;

15 Pasal 101 ayat(1) UUPT.
17 Pasal 17 Anggaran Dasar
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4. Melaksanakan SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan secara konsisten dan

tidak terdapat penyimpangan atias prosedur;

5. Melakukan peninjauan penyempurnaan SOP secara berkala.

b. Kebijakan Manajemen Risiko

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkanl

1. Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan prCIgram manajemen risiko

Terdapat rencana kerja Perseroan untuk menerapkan kebijakan Manajemen

Risiko;

2. Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan

Perusahaan;

3. Menyusun rencana kerla Perusahaan untuk .'menerapkan kebijakan

manajemen risko;

4. Melaksanakan program rnanajemen risiko (prograrn manajernen risiko antara

lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek

maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus mendapat<an persetujuan

Dewan Komisaris dan/atau RUPS);

5. Melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko;

6. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

Kebfiakan Slstem Pengendalian lnternal

Direksi rnenetafrtan dan menerapkan sistem pengandalian intem untuk

melindungi dan mengarnankan investasi dan aset perusahaan:

1. Menetapkan rancangan sistem pengendalian intem yang mengatur kerangka

(ftarnevwrk) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur

lingkungnn pengendalian, pengelohan risiko, aktivitas pengendalian, sistem

informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya;

2. Membed sertifikasiterhadap laporan keuangan tahunan;

3. Melakukan cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas

laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan ;
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4. Melakukan waluasifrenilaian atas efektivitas pengendalian intem;

5. Menerbltkan infernal control reryrt.

d. Kebijakan lnformaei Perusahaan kepada Stakeholderc

Dlreksl menyedlakan lnbrmael Perusahaan kepada sfekefiorden

1. Menetapkan slstem dan prosedur pengendellan lnformeslPerusahaan dengan

tujuan untuk rnenilamankan infonnasi Perseroan yang penting;

2. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian infornasi

Perusahaan;

3. Menyediakan media lnfurmasi Publik agar dapat di peroleh dengan cepat dan

tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

4. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Ketijatan Pemenuhan Target Kineria

Direksi berperan dalarn pemenulran target kinerja:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil

keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu;

2. Memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan

jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan

transparan:

3. Menetapkan terget klnerJa berdasarkan RKAP dan dlturunkan secara

berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi {struktural}

diorganisasi;

4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatanlunit-

unit di bawah Drcksi dan tingkat Perusahaan;

5. Mehporkan pelaksanaan sistem manajemen kineria kepada Dewan

Komlearis;

6. Menyusun dan menyampalkan kepada RUPS tentang usulan insentlf klnerJa

untuk fireksi.
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Kebijakan Teknologi lnformasi

Direksi rnenerapkan sistern tentang Teknologi lnformasi (Tl) sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Memiliki kebijakan teknologi informasi:

i. Perusahaan menetapkan Master P/an Teknologi lnformasi (MPTI)

sebagai $edoman dalam pengembangan teknologi informasi yang

mencakup lnformation Technotogy DetailPlan (ITDP), yang digunakan

sebagaiacuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai MPTI;

ii. Arsitektur sistem infsrmasi sebaiknya juga telah mendesain sampai

dengan leveldata dan sistem keamanannya;

iii. Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan

telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan

teknologi;

iv. Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data dan

pelaporan Tl.

2. Penerapan Tl di Perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan

perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya rnanusia, struktur

organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan Tl;

3. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan

Komisaris.

i. Adanya laporan pelaksanaan sistem Tl secara tertulis terkait dengan

pelaksanaan Tl Master PIan serta disampaikan kepada Dewan

Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta;

ii. Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan

Komisaris {termasuk hasil audit Tl}.

g. Kebijakan Terkait Mutu Produk dan Pelayananan

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

1. Memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal;

2. Memiliki kebijakan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Produk;

3. Memberikan kompensasi dalam halSPM dan mutu tidak terpenuhi.

vh
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h. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tugas Direksi terkait tanggung jawab sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan

Perusahaan;

2. Mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh

produk, pelayanhn dan proses operasionaldari Perseroan;

3. Mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program

bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang

berlaku;

4. Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil;

5. Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan

CSR.

i. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Direksimengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan.

1. Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang

layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian

Perusahaan.

i. Memilikiprogram pendidikan dan pelatihan

ii. MemilikiprogrampengembanganSDM

iii. Memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (pefformance appraisal)

iv. Memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi

tertentu yang sesuai dengan kompetensi;

v. Menerapkan remunerasi dan kesejahteraan

vi. Menerapkan reward aN punishment

vii. Keterbukaan informasimengenai perencanaan Perusahaan ke depan

2. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan

spesifikasijabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam

Perusahaan.

i. Memiliki kebijakanlpedoman Perusahaan mengenai manajemen karir,

dan sistem dan prosedur promosi, demosidan mutasi;
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ii. Menempatkan karyawan pada setiap level dalam dalam organisasi

Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara

objektif dan transparan ;

iii. Memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi

Perusahaan yaitu memiliki database (fbfl tentang orang yang memiliki

skill dan kompetensi serta melaksanakan seleksi untuk

suksesilpromosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan

ketentuan melalui proies Assessment

iv. Membahas rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah

Direksi secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap

rencana piomosi dan mutasi tersebut;

v. Memiliki tingkat objektivitas dan transparansi yang memadai dalam

penempatran karyawan pada setiap level jabatan.

j. Kebijakan Anak Perusahaan (subsidiary Governancel Dan/Atau

Perusahaan Patungan

Direksi menerapkan ketlijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (subsidiary
governa nce) darlatau perusahaan patungan.

1. Menetapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan(subsidiary

gavernance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan

Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja

serta intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/perusahaan

patungan, melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses

penetapan;

3. Menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja Anak Perusahaan/perusahaan

patungan mendukung kinerja Perusahaan;

4. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan
perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.
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k. Kebfialtan Pengendallan Operaslonal dan Keuangan

Direksi rnalakEanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap

implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

1. Menerapkan kebliakan akuntansl dan penyusunan laporan keuangan seeuai

dengen standar ekuntanslkeuengan yang berlaku umum dl lndonesla (sAK);

2. Menerapkan rnariaprnon rlsko sesuaidangan k*ijakan yang telah

dltetapkan

3. Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi

mengamankan investasi dan aset perusahaan;

4. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sAl dan auditor eksternal.

l. Kebfiakan Pengurusan Perusahaan

Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

1. Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;

2. Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

perjaniian dengan pihak ketiga.

m. Kebflakan Stalrefiolders

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan

Stalreholder.

1. Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan

2. Pelaksanaan hubungan dengan pemasok

3. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur

4. Pelaksanaan kewajiban kepada negara

5. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perseroan

6. Memillki prosedur tertulis menampung dan menindaklanJuti keluhan-keluhan

stakefislders

7. Melakukan upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang $aham secara

konsisten dan berkelanjutan
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8. Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung

keberlanjutran operasi Perusahaan

n. Kebijakan Potensi Benturan Kepentingan

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan:

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksidan pejabat struktural

untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya

disebabkan benturan kepentingan, meliputi:

i. Menyusun mekanisnie untuk mencegah pengambilan keuntungan

pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan

benturan kepentingan;

ii. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah

pengambiian keuntungan pribadi bagi DirekSi dan pejabat struktural

Perusahaan;

iii. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan

kepentingan antara kepentingan pribadifteluarga, jabatan lain atau

golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan

yang diperbaharui setiap awal tiahun.

2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan

i. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya

kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam dafta r

khusus;

ii. Menandatiangani Pakta lntegritas yang dilampirkan dalam Usulan

Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan

Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan
persetujuan RUPS;

iii. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang

mengandung benturan kepentingan.

o. Kebijakan Keterbukaan lnformasi dan Komunikasi
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Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan ketefiukaan informasi dan

komunikasi sesuai peraturan perundangrundangan dan menyampaikan informasi

kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu

1. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan

Dewan Komisaris;

2. Memberikan per;iakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi

kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

p. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi

Perusahaan, baik hargn maupun kualifas barang dan jasa tersebut.

1. Memilikipedoman pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menerapkan

prinsip-prinsip efrsien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel

dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku ;

2. Memiliki pedomanlkebijakan pengadaan yang dipublikasikan/dapat diakses
pemasok/calon pemasok;

3. Merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan

perhitungan kebutuhan Perusahaan ;

4. Melakukan pengadaan barang dan jasa secara terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan

yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syaratlkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan

transparan;

5. Memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulaskan secara keahlian

dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS

terbuka dan tidak bersifat rahasia;

6. Memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Perusahaan

telah dijalankan dengan benar;
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Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor ekstemal dan auditor

intemal rnengenai pengadaan yang merugikan Perusahaan dan tidak terdapat

sanggahan pemilihan penyedia barang{asa Perusahaan;

Transparan dalam pengadaan barang dan jasa.

3.6. Hak dan llUewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang untukls:

a. Menetapkan kebijakan dalam meinimpin perseroan.

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan

ketenagakerjaan perseroan dan perundangan yang berlaku.

c. Mengatur ketentuan tenkng ketenagakerjaan perseroan termasuk penetapan

upah dan penghasilah lain, pesangon atau penghargaaR atas pengabdian, serta

manfaat pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

danlatau keputusan RUPS.

d. Mengafur penyerahan kekuasaan Direksi unfuk mewakili perceroan di dalam dan

di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang

khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan

perceroan, baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama atau kepada orang lain.

e. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai

pemilikan kekayaan perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

ketetapan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Hak dan wewenang lainnya sesuai Anggaran Dasarle, ketetapan RUPS dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

3.7. Sistem Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji, uang jasa, tunjangan dan penghasilan lainnya fiika
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan

7.

8.

18 Pasal 17 Anggaran Dasar
1e Pasal 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar
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wewenang tersebutoleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Besaran

remuneraei DlrekslJuga dicantumkan dalam laporan tahunan psrseroan

3.8. Pembagian Tugaa dant\lewenang Setiap Anggota Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setlap anggota DirekEi ditetapkan berdaEarkan

nama jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam

pengangkatan anggota Dlfeksi oleh RUPS. SelanJutnya Dlreksl menetapkan

pembagian tugas dan urewenang setiap anggota Direksisebagai berikut:

3.8..t. Dlrelttur Utama

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasitugas korporasidan unit bisnis, agar seluruh

kegiatan berjdlan sesuai dengan visi, misi, sasamn usaha, strategi,

kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal perseroan, serta

memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perseroan.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan

audit internal, kesekretariatan korporasi, pelayanan hukum dan manajemen

risiko serta memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi.

d. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasiinternalisasiprinsip-

pnnsip Good Corporafe Governance dan Standar Etika seGara konsisten

dalarn Perseroan.

e, Memastikan informasi yang terkait dengan korporasi selalu tersedia bila

diperlukan Dewan Komisaris,

f. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai

ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai

usulan Direksi.

g. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Perseroan.

h. Mewakili Persercan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan

persetujuan anggota Direksilainnya pada rapat Direksi.

i. Menunjuk anggota Dircksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.
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3.8.2. Direldur Produksi

Merencanakan, rnengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalkan,

mengawasi dan mengevaluasi tugas operasional bidang produksi,

perencanaan, kualitas produk, penelitian pengembangan, sumber daya,

keselamatan kerja dan lingkungan agar seluruh kegiakn berjalan sesuai

dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang

ditetapkan

Mengembangkan program efisiensidan manajemen mutu serta memastikan

dilaksanakanfiya secara konsisten di lingkungan unit-unit keria.

Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerianya selalu tersedia

untuk Dewan Komisaris.

d. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup

kewenangan Direktorat Produksi.

Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Sfandard Operating Procedure

terkait dengan bidang kerja Direktorat Produksi.

Memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi sesuai lingkup

kewenangannya.

g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.3. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang

kebendaharaan, akuntansi, anggaran, pendanaan, teknologi informasi,

manajemen risiko dan portofolio perseroan agar seluruh kegiatan berjalan

sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program

kerja yang ditetapkan.

Merencanakan, mencari dan memastikan penyediaan dana untuk

pengembangan Perseroan sesuai dengan rencana strategis Perseroan.

Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia

untuk Dewan Komisaris.

b.

6

t.

a.

b.
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d. Mengelola portofolio investasi keuangan dan keputusan finansial untuk

mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan

sesuai ketetapan Direksi.

e. Memimpin dan menga\rvasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup

kewenangan Direktorat Keuangan dan ManaJemen Risiko.

f. Mengesahkan'Keputusan Direksi Standard Qpera0ng Prncedure terkait

dengan bidang kerja Direktorat Keuangan dan Manajemen rcsiko.

g. Memberikan putusan bisnis Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko

sesuai lingkup kewenangannya.

h. Memimpin pembinaan pekerja seeuai pedoman yang berlaku.

3.8..1. Dlrektur Pemasaran

a, Merencanatran, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang

pemasaran agarsaluruh kegiatan be{alan sesuaidengan visi, misi, sasaran

usaha, strategi, ltebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra strategis serta mencari dan

menangkap peluang baru.

c. Mernastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia

untuk Dewan Komlsaris

d. Memlmpln dan mengewasl pelaksanaan keb{akan dalam llngkup

kewenangan Direktorat Pemasaran.

e. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Sfandard Openting Pracedure

terkait dengan bidang kerja Direktorat Pemasaran.

f. Memberikan putusan bisnis Direktorat Pemasaran sesuai lingkup

kewenangannya.

g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.5, Direktur Human Capital dan Umum

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

rnengqwasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang

Pelayanan Umum, Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Manusia agar

52.
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seluruh kegiatan berjalan sesuaidengan visi, misi, sa$aran usaha, strategi,

kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia

untuk Dewan Komisaris.

c. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup

kewenangan Direktorat Human Capitaldan Umum.

d. Mengesahkan Sfandard Operating Procedure terkait dengan bidang keria

Direktorat Human Capitatdan Umum.

e. Memberikan putusan bisnis Direktorat Human Capital dan Umum sesuai

lingkup kewenangannya.

f. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.6. Direktur yang membawahi fungsi Good Corporate Governance

Guna penerapan Good Corponte Governance (Tata Kelola Perusahaan yang

Baik), maka perlu ditunjuk satu orang Direktur yang ber&anggung jawab atas

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam hal ini, tanggung jawab

diberikan kepada Direktur Keuangan & Manajemen Risiko.

3.9. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan

Guna kelancaran pelaksanaan tugas direksi, maka perlu diatur pelimpahan tugas dan

kewenangan bagi anggota Direksi yang berhalangan. Kriteria Dalam hal Direktur

Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka salah seorang anggota

Direksi ditunjuk untuk menjalankan Tugas dan Kewenangan Direktur Utama tersebut.

Penunjukan anggota Direksi tersebut untuk waktu tertentu. Begitu pula apabila salah

seorang anggota Direksi berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka salah

seorang anggota Direksi akan ditunjuk untuk menjalankan Tugas dan Kewenangan

anggota Direksi yang berhalangan terseb,ut. Tata cara pelimpahan tugas dan

welrrenang tersebut akan diatur dengan Keputusan Direksi.
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3.{0. Rapat Direksi

a. Tata Tertlb Rapat Dlreksl

Tata tertib rapat Direksi, antara lain mengatur:
1. Etika rapat;

i. Datang tepat waktu sesuai undangan yang diberikan;

ii. Membawa bahan/materi rapat sesuai agenda yang akan dibahas;

iii. Menghormati.pimpinan rapat;

iv. Tidak memotong pernbicaraan peserta rapat yang lain;

v. Tidak mendominasi pembicaraan saat rapat;

vi. Tidak memoJolckan, menghlna dan meremehkan orang lain;

vii. Tidak menggunakan handphane selain untuk kepentingan rapat yang

sedang berlangsung;

viii. Hindari percakapan yang tidak relevan;

ix. Hindari menlnggikan nada bicara saat rapat;

x. Berlaku sopan selama jalannya rapat;

xi. Tidak mengantukltldur pada saat rapat;

xii. Mengikutlrapathinggaselesai;

2, Risalah rapat;

i. Risalah Rapat Direksl harue dibuat untulr eetlap Rapat Direksi yang

ilt.

memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam

Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat pendapat yang

berkembang dalam rapat, balk pendapat yang mendukung maupun

yang tldak mendukung atau pendapat berbeda (dlssenflng oplnlon),

serta alasan ketidakhadiran Anggota Direksi, apabila ada;

Risalah rapat Direksi disueun dan diadministrasikan oleh Sekretaris

Perusahaan;

$etiap Anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi,

balk yang bersangkutan hadlr maupun tldak hadlr dalam Rapat Direksl

tersebut;
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iv. Risalah asli dari sefiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan

yang bersangkutan;

v. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan

dan harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris

dan Direksi;

vi. Dokumen'elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat

selain dari risalah rapat yang tertulis;

vii. Penggunaan dokum6n ebktronik sebagai dokumen Perseroan

ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum

penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan

Undang-Undang tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.

3. Evaluasiterhadap Pelaksanaan Keputusan Hasil Rqpat;

i. Terdapat evaluasi Direksi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya;

ii. Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum

selesai dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

4. Pernbahasanltelaah atas arahan/usulan dan/atzu tindak lanjut pelaksanaan

atas keputusan Dewan KomisarislDewan Pengawas terkait dengan usulan

Direksi.

b. Rencana Rapat Direksi

Direksi memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi paling sedikit satu kali

dalam setiap bulan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.

c. Tempat Rapat

Rapat Dreksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau di tempat kegiatan usahanya yang uiama di dalam wilayah Republik

lndonesia.

d. Frekuensi Rapat

1. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali

dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang

Dewan Komisaris;
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2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu

apatlila:

i. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;

ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; atau

iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang

Saham yang bersama-sama mewakili 1110 (satu per sepuluh) atau

lebih dafi jumlah seluiuh saham dengan hak suara.

3. Laporan Tahunan Pqseroan harus rrlemuat iurnlah rapat ffisi dan jurnlah

kehadimn masing-rnasing anggota Direksi ;

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

e. Pemanggilan Rapat

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang

berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih

singkat jika dalam keadaan rnendesak, dengan tidak rnempertritungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapaN

2. Penyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;

3. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam poin t harus

mencantumkan acara, tanggalwaktu dan tempat rapat;

4. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila $emua Anggota

Direksi hadir dalam rapat.

t. Kehadiran Rapat

1. Seorang Anggo{€ Direksi hanya dapat mewakiliseorang Anggota Direksi

lainnya;

2. Setiap Anggota Direksiberhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk Anggota Direksiyang diwakilinya;

3. Laporan Tahunan Perseroan harus memuat iumlah kehadiran masing-

masing Anggota Direksi.
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Pelaksanaan Rapat

1. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin

Rapat Direksi;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang

Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin

rapat;

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi

Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia

yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

Perseroan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat

waktu:

1. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi

secara formal, terdiri dari (a) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;

(b) pengambilan keputusan di luar rapat (melaluisirkuler dan lain-lain);

2. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

3. Standar waktu tersebut ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tindakan

beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap

disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan

sirkuler;

4. Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada

tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan

tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.

i. Mekanisme Pengambilan Keputusan Melalui Rapat

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksisecara

fisik, maka keputusan tersebut harus disetujuisecara tertulis oleh semua anggota

Direksi. Keputusan Direksi temebut mempunyai daya mengikat dengan

h.
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ketsntuan hukum yang sama dengan keputusan Direkgi yang dihasllkan Rapat

Direksisecara fisik.

Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat (Sirkuler)

Direksi dapat mengambil keputusan diluar rapat atau secara sirkuler, asalkan

pengambilan keputusan tersebutdan usulyang akan dlputuskan disetujuisecara

tertulis dan ditandatangani oleh semua Direksi.

Mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler adalah:

1. Direktur/Direktorat terkait membuat usulan tertulis kepufusan sirkuler Direksi

dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan akan

mengedarkan keputusan rapat tersebut untuk disetujui secara tertulis

ditandatangani oleh semua Direksi;

2, Setelah ditandatanganiseluruh Direksi, penomoran surat keputusan dilakukan

oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk tertib administrasi, dokumen asli akan

disimpan oleh $ekretaris Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada

Direktur atau Direktorat terkait.

Keputuaan Rapat

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;

2, untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, $eorang Anggota

Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya

berdasarkan kuasa tertulie yang diberikan khusus untuk keperluan ltu;

3. Rapat Direksl adalah sah dan berhak mangambil kaputusan yang mengikat

apabila dihadiri oleh lebih dari Yz (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau

wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan;

4. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksitidak berhak mengambil keputusan

kecuall semua Anggota Dlreksl stau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui

penambahan mata acara rapat;

5. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk

mufakat;

6. Dalam hal keputusan tidak dapatdiambildengan musyawarah mufakat, maka

keputusan dlambil dengan suara terbanyak biaEa;
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7. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat

dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;

8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat"

9. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,

maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat

dengan tetap mem perhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban ;

Perbedaan Pendapat (Dissen iing Apinionl

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat

dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas

terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang

bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun

terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban

untuk mengikutidan melaksanakan hasil keputusan rapat;

3. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi

apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan

dan usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang melakukan dissentrhg

opinian dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk

mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan riealah rapat

dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan

tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan

tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang

bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.
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3.,l1. Hubungan Direksl dengan Dewan Komlsaris

a. Direksidan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen

Perseroan yaitu Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Laporan

Tahunan Perseroan.

Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai

Perseroan diberikari kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang

segala halyang ditanyakan oletranggota Dewan Komisaris atau Komite ditingkat

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atrau memperoleh informasi

Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.

Dewan Komisaris tapat memberhentikan sementara' Direksi sesuai dengan

ketentua n peraturan perundan gan dengan me nyebutkan alasannya ;

Risalah Rapat DEwan Komlsaris dan Direksi harus tersedia bila diminta oleh

anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisarie dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan mernberikan pandangan

terhadap hal-hal yang dibicarakan.

3.{2. KPI (l(ey Perhrmance lndicatofl
a. Kinerja Direksl secara kolektif terhadap pencapaian Perseroan sesuai dengan

RJPPIRKAP dan atau krlterla lain yang dltetapkan oleh Dewan Komisarls, setelah

didiskusikan dengan Direksi.

b. Performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perseroan seperti

tercantum dalam RJPPlRKAPlKontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang

ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi.

c. Pencapaian Kinefia Direktur secara individual mengacu pada RJPP/RKAP atau

kriteria lain yang ditetapkan Dewan Komisaris.

d.

A

f.

g.

h.
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d. Pelaksanaan prinsipprinsip GN @rponte @vemance baik.secara individual

maupun kolektf.
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Prraprlb
BAB IV

PENUTUP

4.,I. BATASAN

Board Manual ini disusun berdasarkan kondisi PT Phapros Tbk saat ini dengan

mengacu pada prinsipprinsip hukum perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-

praktik terbaik {0esf practrees I Good'Corporate Govermnce.

Pedoman ini hanya rnemuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam

pengelolaan perusahaan. Hal-hal lain yang tidak dimuaUbelum dalam pedoman ini,

tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini terbatas periggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

4.2. REVISI DAN PENYESUAI,A}I

Pedoman ini akan selalu ditelaah dan dimutakhirkan untukdisesuakan dengan fungsi,

tanggung jawab dan wewenang organ-organ perusahaan, serta perubahan lingkungan

perusahaan yang terjadi. Setiap perubahan terhadap pedoman, harus mendapat

persetuiuan Direksi dan Dewan Komisaris.

4.3. PEMANTAUAN

Pernantauan efektivitas penerapan Board Manual dilakukan oleh Tim Corporate

Gsvemance PT Phapos Tbk dan laporannya disampaikan kepada Direksi untuk

diteruskan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

4.4. MA$A BERLAKU EFEKTIF

Board Manual ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi dan Dewan

Komisaris.
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Dewan Komisaris:

Phap #b
Ditetapkan diJakarta
Tanggal 23 Desember 2A21

Direktur Keuangan dan Manajemen
Eicilrrr

Maxi ReinRondonuwu

Risiko

Komisaris lndependen
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GUIDELINE

2021

Board Manual (Pedoman Kerja) ini digunakan
sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan

Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung

jawab dan wewenangnya untuk memenuhi

kepentingan Shareholders dan Stakeholders.


